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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 237 /PMK.09/2016
TENTANG
TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pengawasan
atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
Keuangan yang semakin dinamis untuk mewujudkan
kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan
negara, perlu pengawasan intern yang lebih efektif di
lingkungan Kementerian Keuangan;

bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern yang lebih
efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai
dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam
menyelenggarakan pengawasan intern atas
pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan,
perlu disusun tata kelola pengawasan intern yang baik
dengan mengacu kepada Standar Audit Intern
Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern
Pemerintah Indonesia, Pedoman Telaah Sejawat Auditor
Intern Pemerintah Indonesia, dan pedoman-pedoman lain

yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
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Mengingat

Indonesia, serta praktik-praktik profesi Audit Intern yang
berlaku secara internasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Kelola
Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian

Keuangan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1926);



Menetapkan

2016, No.2164

MEMUTUSKAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA KELOLA
PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan
objektif dalam bentuk pemberian keyakinan/asurans
(assurance activities) dan konsultansi (consulting
activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah
dan meningkatkan efektivitas dari proses tata kelola,
manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen yang
menyatakan penegasan komitmen dari pimpinan
Kementerian Keuangan terhadap arti pentingnya fungsi
Pengawasan Intern di lingkungan  Kementerian
Keuangan.

Komite Audit adalah komite pengawasan independen
(oversight committee) yang dibentuk oleh Menteri
Keuangan wuntuk memberikan saran-saran strategis
terkait Pengawasan Intern, pelaporan keuangan, dan
tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan dan pengawasan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan.

Tim Pengawasan adalah tim yang ditunjuk dengan surat
tugas Pimpinan Inspektorat Jenderal untuk
melaksanakan Pengawasan Intern.

Klien Pengawasan (Auditi) yang selanjutnya disebut Klien
Pengawasan adalah unit kerja eselon I yang menjadi
objek pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat

Jenderal.
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10.

11.

12.

Peta Kegiatan Asurans (Assurance Map) yang selanjutnya
disebut Peta Asurans adalah teknik yang digunakan oleh
Inspektorat Jenderal untuk melakukan koordinasi dan
analisis terhadap peran dan cakupan dari seluruh
pemberi jasa asurans.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya
disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk
dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di
lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah
daerah.

Pihak Terkait Lainnya adalah lembaga-lembaga yang
terkait dengan kegiatan Pengawasan Intern seperti
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan, Komisi Pengawas Perpajakan, dan
Ombudsman Republik Indonesia.

Unit Kepatuhan Internal yang selanjutnya disingkat UKI
adalah wunit kerja pada masing-masing eselon I yang
ditunjuk/memiliki tugas untuk membantu manajemen
dalam melaksanakan pemantauan pengendalian intern
sebagaimana dimaksud dalam peraturan tentang
pengendalian intern di lingkungan Kementerian
Keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang
selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang
bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang
selanjutnya disingkat BPKP adalah APIP yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH
adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang
untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan

amanat peraturan perundang-undangan.
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(1)

(2)
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Keadaan Memaksa (Force Majeur) yang selanjutnya
disebut Force Majeur adalah suatu keadaan peperangan,
kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan,
kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan

tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman
penerapan tata kelola Pengawasan Intern yang baik di
lingkungan Kementerian Keuangan.

Tata  kelola Pengawasan Intern di lingkungan
Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan Pengawasan Intern
yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan
Kementerian Keuangan, sejalan dengan prioritas nasional
dan Kementerian Keuangan serta dinamika perubahan

lingkungan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur:

a.

tanggung jawab terhadap tata kelola, manajemen risiko,
dan pengendalian intern;

peran, wewenang, dan tanggung jawab dalam
Pengawasan Intern;

manajemen Pengawasan Intern;

penjaminan kualitas dan peningkatan independensi
Pengawasan Intern;

koordinasi Pengawasan Intern;



